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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan
pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.
Pedoman transliterasi tersebut adalah :
1. Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah
sebagai berikut :
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba b Be
Ta t Ta
Sa s Es (dengan titik di atas )
Jim j Je
Ha h Ha (dengan titik di bawah )
kha kh Ka dan ha
dal d De
żal ż Zet (dengan titik di atas)
Ra r Er
zai z Zet
Sin s Es
syin sy Es dan ye
sad s Es ( dengan titik di bawah )
dad d De (dengan titik di bawah)
Ţa t te (dengan titik di bawah)
Za z zet (dengan titik di bawah )
‘ain ‘ koma terbalik di atas
gain g Ge
Fa f Ef
qaf q Qi
kaf k Ka
lam l El
mim m Em
nun n En
wau w We
Ha h Ha
hamzah ‘ apostrof
Ya y ye
2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal
atau menoftong dan atau vokal rangkap distong.
a. Vokal Tunggal
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnnya berupa tanda atau harakat,
trnaslitasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Contoh
 َ◌ Fathah A
 ِ◌ Kasrah I
 ُ◌ Dhammah U
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf maka translitasinya gabungan huruf, yaitu :
Tanda dan  Huruf Nama Gabungan Huruf Contoh
 َ◌ Fathah dan ya Ai kaifa  :
 ُ◌ Fathah dan wau Au : haula
3. Vokal Panjang (Maddah)
Harakat dan
Huruf Nama
Huruf dan
Tanda Nama Contoh
   َ ◌ ا
ي
Fathah dan
alif atau ya
ā a dan garis
di atas = q ā la
 ِ
ي
Kasrah dan
ya
ī i dan garis
di atas = q ī la
 ُ
و
Fathah dan
alif atau ya
û u dan garis
di atas = yaq û lu
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu :
1) Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhomah
transliterasinya ada /t/
2) Ta marbutah mati
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/
Contoh : (thalhah)
3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al لا serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h)
Contoh : : raudah al-atfāl
5. Saddah (Tasydid)
Saddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah. Contoh : (nazzala).
6. Kata Sandang
Kata sandang di dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu al. amun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi 2
macam, yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsyiyah dan kata sandang
yang diikuti huruf qamariyah
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ digantidengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubngkan dengan
tanda hubung.
Contoh:
Asy-syamsu:
Al-qalamu :
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ABSTRAK
Arif Nurhakim NIM : 26.08.2.2.004 “ TINJAUAN MAS}LAH}AH MURSALAH
TENTANG KEHARUSAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA”.
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Jurusan Syari’ah, Fakultas Syari’ah
dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2012.
Talak adalah putusnya ikatan perkawinan dengan menggunakan lafal
tertentu, yang menjadi sebab terjadinya perceraian. Kemudian mas}lah}ah
mursalah sebagai pisau analisis untuk mengetahui kemas}lah}atan dan
kemad}a>ratan tentang ikrar talak di pengadilan agama.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang mas}lah}ah
ikrar talak di pengadilan yang menggunakan metode mas}lah}ah mursalah.
Kemudian yang dimaksud dengan mas}lah}ah adalah menjaga tujuan syara’ yaitu
menjaga 5 pokok yaitu : menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, keturunan
dan menjaga harta, dan segala sesuatu yang menjaga kelima pokok ini adalah
temasuk kemas}lah}atan sedang segala sesuatu yang mempersempit kelima pokok
ini merupakan kemad}a>ratan.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif tentang mas}lah}ah ikrar talak di
pengadilan agama untuk mengetahui mas}lah}ah dan mafsadah yang timbul akibat
adanya keharusan talak di depan sidang pengadilan agama. Mas}lah}ahnya yaitu
untuk mengurangi tingginya tingkat perceraian dan melindungi kaum perempuan
dari talak yang semena-mena, sedangkan mad}a>ratanya adalah proses yang lama
dan menggunakan biaya.
Kata kunci : mas}lah}ah mursalah dan talak.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin.1
Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan
ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.2 “Sedangkan
dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum
Islam, yaitu akad yang kuat atau mi>s|a>qan ghali>z}an untuk menaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”3
Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal sesuai hukum Islam.4 Sehingga baik
suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat
1 Abu Bakr Jabr Al-Jazairi, 2003, Ensiklopedi Muslim, Alih bahasa Fadhli Bahri
(Jakarta: Darul Falah), hlm. 574.
2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.
3 Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 14.
4 Term "hukum Islam" dalam bahasa Indonesia dalam penggunaan
kesehariaannya mengandung ambiguitas, yaitu di satu sisi sebagai padanan syariat dan di
sisi lain padanan fiqh.  Dalam terminologi Barat dikenal dengan dua istilah; pertama
Islamic law, yang penggunaannya mengacu pada al-Syari >`ah al-Islamiyah, dan kedua
IslamicJurisprudensi sebagai terjemah al-Fiqh al-Islami >. Lihat Ahmad Rofiq, 1994,
Nuansa dan Tipologi Pembaharauan Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta : Raja Grafindo
Persada), hlm. 15.
2mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan material.5 Hal ini sejalan dengan firman Allah:
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ru<>m: 21)6
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin seseorang secara
halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling
mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri.
Namun dalam keadaan tertentu ketika tujuan dari perkawinan tidak
tercapai terdapat hal-hal yang menghendaki “putusnya perkawinan” untuk
menghindari mad}a>rat dalam rumah tangga, dalam istilah hukum yang
digunakan dalam UU Perkawinan adalah perceraian atau berakhirnya
5 Ahmad Rofiq, 1995, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada), cet, I, hlm. 56.
6 Depag RI, 1992, Al Qur'an dan Terjemah, (Semarang: CV Asy Syifa’), hlm.
644.
3hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang terikat
hubungan pernikahan.7
Ketika tidak tercapainya tujuan pernikahan dalam rumah tangga
maka pasti akan terjadi pertengkaran. Sehingga kehidupan suami isteri
akhirnya tak dapat berdamai lagi. Pada saat-saat seperti ini, Islam
membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh,8
yaitu membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir.
Dengan demikian putusnya perkawinan merupakan suatu jalan keluar yang
baik walaupun pada prinsipnya dalam Islam perceraian itu dipersulit. Ini
dapat dilihat pada sabda Rasulullah Saw bahwa talak atau perceraian
adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.9
) . (١٠
“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”
(Riwayat Abu Dawu>d, Ibnu Majah dan al-Haki>m dari Ibnu Umar).11
Hadist tersebut mursal, akan tetapi ada hadist yang senada dengan hadis
tersubut, seperti yang dikutip Al-Albani dalam kitabnya :
 ,
“ Menikahlah dan jangan mentalak, karena talak membuat ‘ars goncang”.
7 Syarifuddi>n, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana), hlm. 189.
8 Maftuh Ahnan dan Maria Ulfa, MA, 2003, Risalah Fiqih Wanita, (Surabaya:
Terbit Terang), hlm. 355.
9 A. Rofiq, M.A., 1995, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada), hlm. 268.
10 Abdullah Shonhaji, 1992, Terjemah Sunan Ibnu Majah, jilid-2,(Semarang:
Asy-syifa’), hlm. 728. Status hadist ini mursal lihat Ibn al-Mubarakal-Birr wa as-Shilah.
11 Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-sijistani  Alazadi, Sunan Abi > Daud, Juz
I, (Mesir: Dar Al-Fikr), hlm 255.
4Albani mengatakan hadist ini mausu>l, tapi derajatnya d}aif.
Isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan
alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala
bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan
kesinambungannya.
Yang sering  terjadi dan menimbulkan  salah  pengertian  di sini
adalah masalah penjatuhan dan jatuhnya talak tersebut, Dalam fiqih Islam
disebutkan bahwa jika seorang suami sudah menjatuhkan kata talak kepada
istrinya, baik secara jelas (sari>h) yang  tidak  memerlukan  niat  dalam
menjatuhkannya  maupun dengan sindiran (kina>yah) yang masih memerlukan
niat dalam menjatuhkannya maka jatuh talak tersebut.12
Talak merupakan hak otoritas suami, karena suami yang paling
bertanggung jawab dalam hal pembiayaan perkawinan, dan juga seorang laki-
laki pola pikirnya lebih sabar dari pada seorang wanita.13 Sehingga talak itu
menjadi hak suami, dia dapat menjatuhkannya bila mau. Hak itu diberikan
kepada suami karena karena dia menanggung biaya hidup rumah tangga, dia
pula yang membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika dalam
masa menunggu (‘iddah).14
Konsep talak yang ada dalam fiqih Islam dibatasi oleh prosedur
hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu pasal  115  Kompilasi  Hukum
12 Sulaiman Rasjid, 1994, Fiqih Islam, (Cet-27 Bandung: Sinar Baru Algesindo),
hlm. 402.
13 Sayyid Sabiq, 1983, Fiqh Sunnah, (Beirut: Darul Fikr), hlm. 210. Alih bahasa
M. Tholib, 1996, Fiqh Sunnah, (Cet-12 Bandung: Al Ma’arif), hlm. 17.
14 H. A Fuad Said, 1994, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al
Husna), hlm. 6.
5Islam  (KHI)  jo Undang-Undang  Perkawinan No.1 Tahun  1974  jo  PP No  9
Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  tahun  1974  tentang
Perkawinan. Didalam pasal tersebut “perceraian  hanya dapat dilakukan  di
depan  sidang pengadilan agama  setelah  pengadilan  agama  tersebut
berusaha dan  tidak  berhasil mendamaikan  kedua  belah  pihak”.15
Kompilasi hukum Islam adalah hukum yang menggunakan dasar fikih
sebagai pijakan utama dalam penyusunannya yang digunakan hakim
Pengadilan  Agama dalam menyelesaikan perkara keperdataan di antaranya
nikah, talak, waris, dan juga sengketa ekonomi syari’ah. Dalam menetapkan
hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada nas}nya, syara’ tidak
menunjukan secara nyata adanya 'illah itu, tetapi ada kemas}lah}atan yang
dianggap sesuai untuk ditetapkan hukumnya, maka hal serupa ini dinamakan
“Mas}lah}ah Mursalah”.
Adapun yang menjadi objek mas}lah}ah mursalah adalah kejadian atau
peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas } yang
dijadikan dasarnya. Kebanyakan pengikut mażhab dalam fikih mengatakan
bahwa mas}lah}ah mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam
bidang mu’a>malah.
Dari latar belakang dan fakta yang dikemukakan di atas maka penulis
tertarik untuk meneliti tentang mas}lah}ah ikrak talak di pengadilan Agama,
dengan memberi judul skrispsi ini : “TINJAUAN MAS}LAH}AH
MURSALAH TENTANG IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA”.
15 UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
hlm. 268.
6B. Rumusan Masalah
Dengan berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka yang
menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dan dicari dari penelitian ini
adalah :
Bagaimana tinjauan mas}lah}ah mursalah megenai ikrar talak di
Pengadilan Agama ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan mas}lah}ah
mursalah mengenai ikrar talak di Pengadilan Agama ini sebagai fokus kajian
meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.
Secara  teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan
informasi akademik, mengenai Ikrar  Talak di Pengadilan Agama menurut
fiqih, dengan memakai tinjauan mas}lah}ah. Sementara  secara  praktis,
penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan sumbangsih pemahaman
dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam bagi khazanah keilmuan
dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam.
D. Kerangka Teori
Mas}lah}ah )ةحلصم( berasal dari kata “Şalaha” 16 ) حلص( dengan
penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari
16 Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakaarya Agung),
hlm. 219.
7kata buruk.17 Sedangkan mas}lah}ah mursalah terdiri dari dua kata yang
berhubungan dalam bentuk s}ifat-maus}u>f, atau yang menunjukan ia bagian
dari mas}lah}ah.18 Nama lain dari mash}lah}ah mursalah disebut juga a>l-
Istis}la>h menurut bahasa “mencari kemas}lah}atan”.19 Dari makna
kebahasaan ini dipahmi bahwa al-mas}lah}ah meliputi segala yang
mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan
suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk
yang menimbulkan kemud}a>ratan dan kesulitan.20
Adapun mas}lah}ah secara definitif antara lain yang dikemukakan
Al-Ghaza>li> seperti yang dikutip oleh Totok Jumantoro sebagai berikut :
فا
“Memelihara tujuan syara’ ( dalam menetapkan hukum )”
Adapun Al-Khawarizmi > mendefinisikan :
فا
“Memelihara tujuan syara’ ( dalam menetapkan hukum ) dengan cara
menghindarkan kerusakan dari manusia”.21
Jumhu>r ulama sepakat menetapkan bahwa syara’ tidak
mensyari’atkan hukum dan tidak memberi jalan yang menyampaikan
17 Totok Jumantoro, 2009, Kamus Ilmu Us}hu>l Fikih, (Jakarta: Amzah), hlm. 200.
18 Amir Syarifuddi>n, 2008, Us}hu>l Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu),
hlm. 332.
19 Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fatuhurohman, 1994, Pengantar Ilmu fiqh
Usul Fiqh 1, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta), hlm. 115.
20 Amir Syarifudi>n, 2004, Us}hu>l Fiqih, cet-1...hlm. 81
21 Totok Jumantoro, 2009, Kamus Ilmu Us}hu>l Fikih...hlm. 200-201.
8kepada penetapan hukum, kecuali mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia. Peristiwa yang tidak ada nas}nya, syara’ tidak menunjukan secara
nyata adanya 'illah itu, tetapi ada kemaslahatan yang dianggap sesuai
untuk ditetapkan hukumnya, maka hal serupa ini dinamakan “Mas}lah}ah
Mursalah”.
Adapun yang menjadi objek mas}lah}ah al-mursalah adalah kejadian
atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun
nash yang dijadikan dasarnya. Kebanyakan ulama maz}hab dalam fikih
mengatakan bahwa mas}lah}ah mursalah itu sebagai dasar untuk
menetapkan hukum dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku
manusia yang belum ada ketetapan hukumnya.
Menurut HA. Fuad Sa’id  yang dimaksud dengan “perceraian
adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak
terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya
isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan
melibatkan keluarga kedua belah pihak…”22
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Peraturan  Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum
Islam, mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian kepada (1)
Kematian salah satu pihak, (2) Perceraian karena talak dan perceraian
karena gugat, (3) keputusan Pengadilan.23 Sedangkan menurut hukum
22 Abdul Manan, 2001, Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses
Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum,
al-Hikmah & DITBINBAPERA, (Jakarta.No 52 Th XII). hlm. 7.
23 Kompilasi Hukum Islam, 2010, cet-1, Kesindo Utama, hlm. 13
9Perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang
ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang
Pengadilan.24
E. Telaah Pustaka
Sepanjang yang penulis ketahui mengenai perceraian harus didepan
sidang pengadilan belum ada literatur yang membahas secara khusus hal
tersebut, karena merupakan hasil ijtihadiyah para ulama. Dalam buku-
buku fiqh yang ada kebanyakan hanya membahas tentang dasar hukum,
macam-macamnya, s}highat, dan akibat dari talak.
Skripsi yang disusun oleh Agus Sumarsono dengan judul “Talak di
Luar Pengadilan Agama Islam (studi komparatif fiqh Syafi’i dan hukum
positif)” menyimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan tidak melalui
proses dan prosedur yang telah diatur dalam tata perundangan hukum
positif Islam, tidak mempunyai kekuatan hukum legitimasi yang kuat.
Antara fiqh dan hukum positif mempunyai kesesuaian prinsip pada
dasarnya perceraian harus dipersulit dalam rangka mempertahankan rumah
tangga, karena bila dipermudah menyebabkan dampak negatif.25
Skripsi yang disusun oleh Muamar dengan judul “Aplikasi
Mas}lah}ah Mursalah dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam (Study
Analisis Buku 1, Kompilasi Hukum Islam)” menyimpulkan bahwa metode
mas}lah}ah mursalah digunakan dalam perumusan kompilasi hukum Islam
24 Yahya Harahap, 1975, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada
Peradilan Agama, (Jakarta : al-Hikmah), hlm. 133.
25 Agus Sumarsono, 2001, “Talak di Luar Pengadilan Agama Islam (studi
komparatif fiqh Syafi’i dan hukum positif)”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Surakarta:
Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta.
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untuk merumuskan pasal-pasal di mana teks nas } tidak mengatur secara
rinci persoalan tersebut. Aplikasi ini terletak dalam pasal-pasal buku I KHI
tentang perkawinan, seperti pasal tentang percatatan nikah, pasal tentang
izin poligami, perceraian, dan perkawinan. Pasal ini dalam teks nas}
disebutkan rinciannya. Dan perumusan yang menggunakan mas}lah}ah
mursalah merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum Islam.26
Jurnal Studi Islam yang ditulis oleh Humaidi Hamid dengan judul
Ikrar Talak Di Pengadilan Upaya Perlindungan Terhadap Kepentingan
Perempuan Tentang Ikrar Talak (Perspektif Sosio Historis dan Ushu>l
Fikih),”. Membahas keharusan Ikrar Talak di Pengadilan sebagaimana
diatur dalam UU No.1 tahun 1994 lahir setelah melalui proses yang
panjang. Kelahiran aturan tersebut tidak terlepas dari perjuangan kaum
perempuan dalam rangka membela kepentingannya, khususnya dalam
keluarga. Sedangkan dari tinjauan hukum Islam, tergolong sadd az-
zari’ah, mencegah perbuatan yang halal atau mubah karena dalam situasi
tertentu dapat mendatangkan kemadhorotan yang lebih besar. Ikrar talak
pada dasarnya adalah hak dan wewenang suami akan tetapi jika
sepenuhnya diberikan kepada suami dapat membuka terjadinya talak
secara semena-mena. Demi menghindari efek negatif, ikrar talak
diharuskan di Pengadilan setelah keduanya tidak bisa didamaikan lagi.27
26 Muamar, 2001, “Aplikasi Mas}lah}alah Mursalah dalam Perumusan Kompilasi
Hukum Islam (Study Analisis Buku 1, Kompilasi Hukum Islam)” Skripsi Sarjana Hukum
Islam, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
27 Humaidi Hamid, 2001, “Ikrar Talak Di Pengadilan Upaya Perlindungan
Terhadap Kepentingan Perempuan Tentang Ikrar Talak (Perspektif Sosio Historis dan
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Skripsi yang disusun oleh Nadia Mira Noviasari dengan judul
“Proses Penyelesaian Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Study Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) “ mengungkapkan
bentuk analisa kekerasan dalam rumah tangga yang diakiri dengan
perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Serta hambatan-hambatan
yang terjadi saat pengajuan perceraian dengan alasan kekerasan dalam
rumah tangga.28
Skripsi yang disusun oleh Supadi dengan judul “Tingkat Kesadaran
Hukum  Tentang Perceraian Bagi Isteri  (studi kasus tentang cerai gugat di
kecamatan tengaran tahun 2005)” mengungkapkan cerai gugat didorong
beberapa faktor, diantaranya suami tidak bertanggung jawab baik
ekonomi, meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, penganiayaan,
dan gangguan pihak ketiga yang tidak diharapkan dan suami mengalami
krisis moral.29
Beberapa tulisan dan penelitian yang telah dikemukakan di atas
belum menjawab dan menyentuh persoalan tentang tinjauan maslahah
mursalah mengenai ikrar talak dipengadilan agama. Dengan demikian
penelitian ini berbeda dengan penelitian-penenlitian sebelumnya.
Us}hu>l Fikih), ”Jurnal Studi Islam (Kopertais Sunan Kalijaga), (Yogyakarta) N0.11 tahun
VII, 2001.
28 Nadia Mira noviasar, 2010, Proses Penyelesaian Perceraian Karena Faktor
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Study kasus di Pengadilan Agama Surakarta) Skripsi
Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
29 Supadi, 2007, Tingkat Kesadaran Hukum  Tentang Perceraian Bagi Isteri
(studi kasus tentang cerai gugat di kecamatan tengaran  tahun 2005) Skripsi Sarjana
Agama Dalam Ilmu hukum Islam, Salatiga: Jurusan Syariah STAIN Salatiga.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah
penelitian kepustakaan (library research).30 Jenis penelitian ini bertujuan
untuk mengumpulkan data  dan  informasi  tentang tinjauan mas}lah}at
mengenai ikrar talak di pengadilan dengan  bantuan  bermacam-macam
materi  yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah,
dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainya.31
2. Pendekatan
Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai
tinjauan mas}hlah}at mengenai ikrar talak di pengadilan.  Maka  penelitian
ini  menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Penelitian  ini  berupa  telaah  yang  dilaksanakan  untuk
memecahkan  suatu masalah  yang  pada  dasarnya  bertumpu  pada
penelaahan  kritis  dan  mendalam terhadap  bahan-bahan  pustaka  yang
relevan.  Telaah  pustaka  semacam  ini  biasanya dilakukan  dengan
mengumpulkan  data  informasi  dari  beberapa  sumber  data  yang
kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.32
30Secara  definitif,  library  research adalah  penelitian  yang  dilakukan
diperpustakaan  dan  peneliti berhadapan  dengan  berbagai macam  literatur  sesuai
tujuan dan masalah  yang  sedang dipertanyakan.
31 Mardalis, 1999, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi
Aksara), hlm. 28.
32 Soejono, dkk, 1999, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan,
(Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 2.
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Dengan demikian diharapkan menemukan nuansa baru dalam  fiqih
Islam, yaitu dengan cara mengembangkan pendapat yang sudah ada.
3. Sumber Data
Sumber data33 dalam penelitian  ini sesuai dengan  jenis
penggolongannya ke dalam  penelitian  perpustakaan (library  research),
maka  sudah  dapat  dipastikan bahwa  data-data  yang  dibutuhkan  adalah
dokumen,  yang    berupa  data-data  yang diperoleh  dari  perpustakaan
melalui  penelusuran  terhadap  buku-buku  literatur,  baik yang bersifat
primer ataupun yang bersifat sekunder. Sumber  primer34 dalam  penelitian
ini  adalah  kitab-kitab  yang  memuat pendapat mengenai  talak ,  semisal
Fiqih Lima Mazhab karangan Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh
Munakahat karangan Abdul Rahman Gazali, sedangkan kitab yang
membahas mas}lah}ah seperti kitab Us}hu>l Fiqih karangan Amir
Syarifuddi>n, Us}u>l Fiqih karangan Saifudin Zuhri, Us}u>l Fiqih jilid 2
karangan Amir Syarifuddin, Metodologi Ijtihad Hukum Islam karangan
Jaih Mubarok, Pengantar Ilmu Fiqh karangan Zarkasyi Abdul Salam,
Masa>il Al-Fiqiyyah karangan Abuddin Nata, Model Penelitian Fiqh
karangan Cik Hasan Bisri, Kamus Ilmu Ushul Fikih karangan Totok
Jumantoro.
33 Sumber data  menurut  Suharsimi  Arikunto  adalah  subjek  dari  mana
sebuah  data  bisa  diperoleh: Suharsimi  Arikunto, 2006, Prosedur  Penelitian:  Suatu
Pendekatan  Praktek (Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta), hlm. 129.
34 Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peniliti dari sumber
pertama. Lihat Sumadi Suryabarta , 1998, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada).
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Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan
komprehensif, juga  digunakan sumber  sekunder  yang  berasal  dari
kitab-kitab  fiqih  baik  klasik, kontemporer  ataupun  literatur-literatur
lain  yang memiliki  relevansi  terhadap  topik pembahasan. Sumber
sekunder dalam hal ini difungsikan sebagai pelengkap terhadap  sumber
primer yang telah ada. Seperti jurnal, artikel dan internet.
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Tehnik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan data-data dari  berbagai  sumber  yang  telah  ditentukan
baik  sumber  primer  maupun  sumber sekunder,  yaitu  dengan  cara
menghimpun beberapa pendapat  ulama  yang  telah terkodifikasi  dalam
fiqih  Islam  mengenai talak  serta  penjelasan  talak dalam  al-Quran dan
hadis. Ini dapat peneliti lakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur
yang  sudah  ada,  baik  yang  berbahasa  Arab,  ataupun  literatur  yang
berbahasa Indonesia.
Setelah beberapa data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah
melakukan pengolahan  terhadap data-data  tersebut dengan  cara
menelaah kembali  relevansinya dengan  topik  yang  dijadikan  sebagai
objek  penelitian yang  dalam  hal  ini  adalah Tinjauan Mas}lah}ah
Mursalah Mengenai Ikrar Talak Dipengadilan Agama.
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G. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan tulisan ini secara keseluruhan
mencakup hal-hal sebagai berikut:
Bab I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari
keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas dan
padat.  Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang
masalah yang terangkum didalamnya apa yang menjadi alasan memilih
judul dan bagaimanakah pokok permasalahannya. Untuk lebih
memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu
pada perumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan
penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu
yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula dalam metode
penulisan dijelaskan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis
data. Dengan demikian, dalam bab ini tampak penggambaran isi skripsi
secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat
guna menjadi pedoman untuk bab-bab selanjutnya.
Bab II  berisi Gambaran Umum tentang Pengertian Mas}lah}ah,
Pembagian Mas}lah}ah, Dasar Berlakunya Mas}lah}ah, Urgensi Mas}lah}ah.
Sebagai Metode istinbath Hukum
Bab III berisi Konsep Talak Menurut Fikih Dan Hukum Positif
yang terdiri dari dua bagian, pertama membahas tentang Konsep Talak
Menurut Fikih dengan sub bab pertama Pengertian Talak, hukum talak,
Macam-macam Talak, Pelaksanaan Talak Menurut Fikih kedua Konsep
16
Talak Menurut hukum Positif dengan sub bab pertama Pengertian Talak
Menurut UU No.1 Tahun1974, Pengertian Talak Menurut KHI, Tata Cara
Perceraian Menurut Hukum Positif, Alasan-alasan Perceraian dan terakir
Akibat Perceraian.
Bab IV berisi Analisa Pembahasan yang membahas tentang
Mas}lah}ah Dan Implikasi Ikrar Talak Di Pengadilan Agama, Mad}a>rat Ikrar
Talak Di Pengadilan Agama dan Perbandingan Antara Mas}lah}ah Dan
Mad}a>rat Ikrar Talak di Pengadilan Agama.
Bab V adalah penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.
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BAB II
KONSEPMAS}LAH}AH
A. PengertianMas}lah}ah
Secara etimologi, kata” “,1 jamaknya “ “ berarti
sesuatu yang baik, yang merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan
dalam istilah Arab sering pula disebut dengan “ “ yaitu yang
baik dan benar. Mas}lah}ah kadang-kadang disebut pula dengan
( لإ ) yang berarti mencari yang baik ( بلطلإ ).2
Al-Mursalah ( ) adalah isim maf’ul (objek) dari fi’li madhi
(kata dasar) dalam bentuk sula>si> (kata dasar yang tiga huruf) yaitu ( )
dengan penambahan alif dipangkalnya sehingga menjadi ( ) secara
bahasa artinya “terlepas” atau dalam arti (ةقلطم) yang artinya bebas. Kata
terlepas dan bebas di sini jika dihubungkan dengan kata mas}lah}ah
1 Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung),
hlm. 219.
2‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, 1972, Mas}a>dir al-Tasyri >’ al-Islami, (Kuwait: Dar al-
Qolam), hlm. 77.
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maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukan
boleh atau tidaknya dilakukan.3
Maslah}ah dalam kitab-kitab ushul fikih sering juga disebut istisla>h}.
Terhadap istis}la>h} ini ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi,
antara lain menurut Abu > Zahrah sebagaimana dikutip M. Usman berikut :
لالاصتسلإلاس
4
Artinya : Mas}lah}ah mursalah atau istis}la>h} yaitu segala kemashlahatan
yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam menentukan hukum) dan
tidak ada dalil khusus yang mengakui atau tidaknya.5
Menurut Abd al-Wahha>b Khalla>f :
يىلع
غلاهئا6
“Mas}lah}ah mursalah yaitu mas}lah}ah yang ketentuan hukumnya tidak
digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara’ yang menunjukan
tentang kebolehan dan tidaknya Mas}lah}ah tersebut.7
3 Totok Jumantoro, 2009, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah), hlm. 203.
4 Muh}ammad Abu> Zahrah, 1958, Us}u>l Fiqh, (Al-Azhar: Da>rul Fikr Al-‘Arabi >),
hlm. 279.
5 M. Usman, Filsafat Hukum Islam, (Jurusan Syari’ah STAIN  Surakarta), hlm.
99.
6 Abd al-Wahha>b Khalla>f, 1987, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, cet-8, (al-Azhar: Maktabah
Dakwah al-Islamiyah), hlm. 84.
7 Saifuddin Zuhri, 2009, Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 81.
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Al-Ghoza>li> dalam kitab al-mustas}fa>, menjelaskan sebagai berikut :
إف ليصتح
 دصاقم
وص
8
Sesungguhnya perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan
adalah maksud penciptaan dan menyelamatkan makhluk dalam
memperoleh tujuan mereka. Akan tetapi, kami bermaksud (menjelaskan)
bahwa yang dimaksud mas}lah}ah adalah pemeliharaan terhadap tujuan
syara’ dan tujuan syara’ yang berhubungan dengan maklhuk ada lima,
yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan diri, pemeliharaan akal,
pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta mereka. Setiap sesuatu
yang mengadung pemeliharaan pokok-pokok ini adalah mas}lah}ah, setiap
sesuatu yang mempersempit pokok-pokok ini adalah mafsadah dan
menolak (sesuatu yang mempersempit penjagaan pokok-pokok tersebut)
adalah mas}lah}ah.9
Ibnu Quda>mah, salah seorang dari ulama Hanbali > memberikan
rumusan mas}lah}ah :
8 Abu> H}a>mid al-Ghaza>li>, 1971, Al-Mustas}fa> min ‘Ilm al-Us}u>l, (Dar al-Kotob al-
‘Ilmiyah), hlm. 275.
9 Musthofa Zaid, 1964, al-mas}hlah}at fi al-Tasryi’ al-islami > wa Najm al-Di>n al-
Thufi>, (Kairo : Darul Fikr) hlm. 19. Lihat juga Jaih Mubarok, 2002, Metodologi Ijtihad
Hukum Islam (yogyakarta: UUI Press), hlm. 153.
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Mas}lah}ah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkan dan
tidak pula yang memperhatikannya.10
Dengan memperhatikan pendapat ulama di atas, dapat diketahui
bahwa yang dimaksud dengan mas}lah}ah mursalah adalah perolehan
kemanfaatan dan penolakan terhadap kesulitan bagi hamba (terutama
manusia); dan hal itu adalah tujuan pembentukan syari’at.11
Dalil umum tentang mas}lah}ah :
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu.
Sabda Nabi :
Sebaik-baik agamu adalah kemudahan.
 نيرملا
Bahwa tidak sesekali Nabi dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau
memilih yang lebih ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa.12
B. PembagianMas}lah}ah
Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian
mas}lah}ah, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan
10 Amir Syarifuddin, 2008, Ushul Fiqih jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group)
hlm. 333.
11 Jaih Mubarok, 2002, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII
Press), hlm. 154.
12 Muh}ammad Abu> Zahrah, 1994, Us}u>l Fiqh, bab III, sumber hukum, (Jakarta:
Pustaka Firdaus), hlm. 431.
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kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada
tiga macam yaitu :13
1. Al-Mas}lah}ah al-D}aru>riyah
Al-Mas}lah}ah al-d}aru>riyah adalah suatu kemaslahatan yang
berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat.
Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan
manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap
tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan
agama, diri, akal, keturunan dan harta.14 Kelima kemaslahatan ini,
disebut dengan al-masa>lih al-khamsah yaitu :15
a. Menjaga agama merupakan fitrah dan naluri individu yang tidak
bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk
kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyari’atkan agama yang wajib
dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah,
dan mu’a>malah.16
b. Menjaga jiwa. Untuk maksud ini Islam antara lain mensyari’atkan
pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan,
dan papan, begitu pula hukum qisa>s atau diya>t bagi orang yang
melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa
orang.17
13 Amir Syarifuddin, 2004, Ushul Fiqih…hlm. 82.
14 Jaih Mubarok, 2002,Metodologi Ijtihad Hukum Islam,.. hlm. 156.
15 Nasrun Haroen, 1996, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos), hlm. 126.
16 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fikih,…hlm. 202.
17 Saifuddin, 2009, Ushul Fiqih…hlm. 105.
22
c. Menjaga akal. Untuk maksud ini Islam antara lain mensyari’atkan
larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat
merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang
melanggarnya dan lain sebagainya.
d. Menjaga keturunan. Untuk maksud ini Islam mensyari’atkan
larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan, dan
menjatuhkan pidana bagi yang melakukannya.
e. Menjaga harta. Untuk maksud ini Islam mensyari’atkan larangan
mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang
yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap  orang
yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain.18
2. Al-Mas}lah}ah al-H}a>jiyyah
Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan
kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk
mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Misalnya,
dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas sholat dan berbuka
puasa bagi yang sedang musafir, dalam bidang mu’a>malah
dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
Dibolehkan melakukan jual beli pesanan, kerjasama dalam pertanian
18 Ibid., hlm. 106.
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dan perkebunan, semuanya ini disyari’atkan untuk mendukung
kebutuhan mendasar dari al-masa>lih al-khamsah di atas.19
3. Al-Mas}lah}ah al-Tahsi>niyah
Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keleluasaan
terhadap kemaslahatan d}a>ruriyyah dan h}a>jiyyat. Kemaslahatan ini
merupakan kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya,
kemaslahatan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan,
tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap
tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini
tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misalnya, dalam ibadat sholat
keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah
dan bagus. Contoh: kemaslahatan dalam adat, adanya adab dan tata
cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.
Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan  sehingga seseorang
muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu
kemaslahatan. Kemaslahatan d}a>ruriyyah harus lebih didahulukan dari
pada kemaslahatan h}a>jiyyah dan kemaslahatan h}a>jiyyah harus lebih
didahulukan dari pada kemaslahatan tah}si>niyyah.20
Ditinjau dari segi ekstensi kemaslahatan dan tidak adanya dalil
yang mengaturnya maka dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:
19 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I… hlm. 127.
20 Amir Syarifudin, 2004, Usul Fiqih…hlm. 83-84.
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1. Mas}lah}ah Mu’tabarah
Yaitu kemaslahatan yang terdapat nas } secara tegas menjelaskan dan
mengakui keberadaannya. Maksudnya adalah dalil khusus yang
menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.21 Contohnya
adalah : Hukum atas orang yang meminum minuman keras.22
2. Mas}lah}ah Mulga>h
Yaitu mas}lah}ah yang berlawanan dengan ketentuan nas }. Contohnya
adalah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang
perempuan dengan saudaranya laki-laki. Penyamaan antara seorang
perempuan dengan seorang laki-laki tentang warisan memang terlihat
ada kemaslahatannya. Akan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil
nas } yang jelas dan rinci.23 Hal ini disebut dalam Al-Qur’an:
      
Artinya: “Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian
harta pustaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang
anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak
perempuan”.  (An-Nisa’: 11)24
3. Mas}lah}ah mursalah
21 Romli SA, 1999, Muqoronah Mazahib Fil-Ushul, (Jakarta: Gaya Media
Pratama), hlm. 162.
22 Nasrun Haroen…hlm. 117.
23Romli SA, 1999, Muqoronah Mazahib Fil-Ushul…hlm.163.
24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 116.
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Yaitu mas}lah}ah yang keberadaanya tidak didukung syara’ dan tidak
pula ditolak syara’ melalui dalil yang rinci.25 kadang-kadang nas}
syari’ah ada yang memandang hukum untuk mencari kemaslahatan.
Hal ini terdapat pada bagian peristiwa dan kejadian. Maka hal ini akan
menunjukkan bahwa kemaslahatan-kemaslahatan tersebut adalah
kemaslahatan dalam pandangan Allah.
Demikian juga terdapat nas }-nas } lain yang berisi hukum-hukum
yang membatalkan suatu peristiwa yang dikiranya kemaslahatan, yang
terdapat pada berbagai peristiwa dan kejadian. Maka hal ini
menunjukkan bahwa mas}lah}ah ini adalah mas}lah}ah yang tidak
dibenarkan dalam pandangan Allah.26
Dan ketidak benaran mas}lah}ah ini bukankah dari segi keadaanya,
tetapi karena ia merupakan mas}lah}ah yang diragukan kebenarannya,
atau karena merupakan mas}lah}ah yang dikalahkan oleh mas}lah}ah
lain yang lebih kuat. Contoh mas}lah}ah yang dibenarkan, dan
terkandung dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas } tertentu
adalah seperti memelihara akal yang didukung oleh dalil teretentu
yang menunjukkan atas pemeliharaannya, yaitu Allah mengharamkan
khamr demi memelihara akal manusia, sebagaimana yang tercantum
dalam firman-Nya:
25 Nasrun Haroen…hlm. 119.
26 Sarmin Syukur, 1993, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Ussana
Offset Printting), hlm. 184.
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             
        
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya(meminum)
khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan
keberuntungan”. (Al-Maidah: 90)27
Dan mas}lah}ah yang dibenarkan yang berupa memelihara harta
yang ditegakkan di atas dalil tertentu, dan dianggap benar oleh Allah
adalah Al-Qur’an yang menetapkan potong tangan pencuri yang
mencuri harta orang lain, yaitu firman Allah:
                
 
Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha
perkasa lagi maha bijaksana”.(Al-maidah : 38)28
Contoh mas}lah}ah yang tidak dibenarkan Allah adalah
menyamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam mas}lah}ah
27 Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan terjamah, (Bandung: PT
Syaamil Cipta Media), hlm. 123.
28 ibid., hlm. 114.
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mendapatkan warisan, dengan alasan karena persamaan mereka dalam
hubungannya dengan bapaknya yang mati. Ketidak-benaran mas}lah}ah
ini disebabkan karena nas } Al-Qur‘an  telah menetapkan pembagian
meraka dengan jelas,29 yaitu firman Allah:
            
Artinya : “Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seseorang anak lelaki sama sama
dengan bagian dua anak perempuan....”(An-nisa’ : 11)30
Adanya mas}lah}ah dalam perbedaan antara laki-laki dan
perempuan, yaitu adanya ketidaksamaan dalam soal beban tanggung
jawab terhadap keluarga, dan kewajiban lain yang berkaitan dengan
harta. Seperti diat, nafkah, mahar, dan sebagainya.
Demikian juga mas}lah}ah yang tidak dibenarkan, seperti mas}lah}ah
dalam memelihara diri dengan cara tidak mau melakukan kewajiban
perang terhadap musuh dan tidak mengharapkan mereka sama sekali
untuk masuk Islam. Padahal Allah telah berfirman:
                 
         
29 Sarmin Syukur, 1993, Sumber-Sumber Hukum Islam…hlm. 185
30 Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan terjamah…hlm. 78.
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Artinya : “ Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu
adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai
sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; (Al-baqoroh : 216)31
Karena adanya mas}lah}ah yang lebih kuat dari padanya, yaitu
mas}lah}ah untuk memelihara agama, umat, aqidah, keturunan, harta
dan membela tanah air dari pada memelihara jiwa.32
Ada sebagian mas}lah}ah juz’iyah yang tidak disinggung-singgung
oleh nas } syar’iah tertentu, yang menunjukkan atas kebenaranya.
Begitu juga tidak disinggung-singgung oleh nas } tentang kebatalanya.
Mas}lah}ah inilah yang disebut “mas}lah}ah mursalah”, yang berarti
kemaslahatan yang terlepas dari nas } syari >’at. Maksudnya tidak
disinggung-singgung benar tidaknya.
Diantara contoh mas}lah}ah mursalah adalah seperti pendapat
tentang penghimpunan mushaf (Al-Qur’an) yang asalnya berserakan
di berbagai tempat untuk menulis, seperti di atas batu, tulang, pelepah
korma dan sebagainya. Dan seperti juga mas}lah}ah yang berupa
pendapat dalam membentuk penjara, membuat mata uang dan
sebagainya.
C. Dasar BerlakunyaMas}lah}ah
Jumhur ulama berpendapat, bahwa mas}lah}ah mursalah itu adalah
hujjah syari’ah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan
31 Ibid., hlm. 34.
32 Muin Umar, dkk, 1985, Usul Fiqih 1, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Depeatremen Agama RI), hlm. 147.
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bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumya dalam nas} dan ijma’ atau
qiya>s atau istihsa>n disyari’atkan padanya hukum yang dikehendaki oleh
mas}lah}ah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar
mas}lah}ah itu karena adanya sanksi syari’ yang mengakuinya.33 Jumhur
ulama menerima mas}lah}ah mursalah sebagai metode istinbat} hukum,
dengan alasan :
a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukan bahwa
setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi
perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri.
Apabila syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada
saja, akan membawa kesulitan.34
Ulama Ma>liki>yah dan H}ana>bilah menerima mas}lah}ah mursalah
sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai
ulama fikih yang paling banyak dan luas penerapannya. Untuk menjadikan
mas}lah}ah mursalah sebagai dalil, ulama Ma>liki>yah dan H}ana>bilah
mensyaratkan :
a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan
termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas } secara
umum.
33 Abdul Wahab Khalaf, 1996, Kaidah-kaidah hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh),
(Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 128.
34 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fikih…hlm. 206.
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b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar
perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui mas}lah}ah
mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan
menghindari atau menolak kemad}aratan.
c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak,
bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.
Golongan Syafi>’iyah pada dasarnya juga menjadikan mas}lah}ah
mursalah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, Imam asy-Syafi >’i
memasukannya dalam qiya>s. Al-Ghaza>li> mensyaratkan kemaslahatan yang
dapat dijadikan hujah dalam mengistinbat}kan hukum, antara lain :
a. Mas}lah}ah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’.
b. Mas}lah}ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas }
syara’.
c. Mas}lah}ah itu termasuk kedalam kategori mas}lah}ah yang d}aru>ri>,
baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak
dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.35
D. UrgensiMas}lah}ah Sebagai Metode Istinba>t } Hukum.
Berdasarkan penelitian para ulama, jelas bahwa syari >’ah isla>miyah
mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan
kehidupannya di dunia ini. Hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an :
35 Ibid., hlm. 205.
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        
Artinya: “Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai
(pembawa) rahmat bagi sekalian alam” (QS. al-Anbiya: 107)36
Husain Hamid Hasan juga mengemukakan bahwa ada di kalangan
ulama yang menetapkan tolak ukurnya atas dasar sejauh mana pengaruh
mas}lah}ah tersebut pada hal-hal yang menyangkut eksistensi kehidupan
manusia. Eksistensi ini berupa kebutuhan primer, yang kalau tidak
dimilikinya menyebabkan bahaya bagi kehidupan (d}a>ruriyyah), kebutuhan
sekunder, yang kalau tidak dimilikinya membuat hidup sengsara atau
kebutuhan pelengkap (tah}si>niyyah).37
Urgensi mas}lah}ah sebagai metode istinba>t} hukum adalah sangat
penting, pada dasarnya mas}lah}ah itu untuk menghilangkan mafsadat. Jika
mafsadat itu tidak dihilangkan akan mendatangkan bahaya dan kesulitan
yang lebih besar. Disamping itu kemaslahatan manusia itu senantiasa
dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri.
Adapun tujuan dari maqa>s}id asy-syari >’ah adalah untuk kepentingan umat.
Selain itu peranan mas}lah}ah sebagai metode istinba>t } hukum juga bisa
juga dilihat dari contoh berikut ini. Allah mewajibkan melarang meminum
minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup
36 Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahnya”…hlm. 508
37Dahlan Abdul Aziz, 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve), hlm. 1040.
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manusia.38 Allah mewajibkan melarang pencurian untuk menjaga harta.
Allah melarang perzinaan untuk melindungi keturunan.
Semua aturan di atas adalah syari’at Islam yang datang dari Allah.
Artinya orang-orang yang menjalankannya akan berhak pahala di akhirat,
jika mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah. Dan orang-orang yang
meninggalkannya akan mendapat siksa, dengan syarat jika peraturan
tersebut betul-betul berdasarkan mas}lah}ah mursalah.39
38 Nasrun Haroen…hlm. 115
39 Sarmin Syukur, 1993, Sumber-Sumber Hukum Islam…hlm. 204.
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BAB III
KONSEP TALAK MENURUT FIKIH DAN HUKUM POSITIF
A. Talak Menurut Fikih.
1. Pengertian Talak
Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak.
Talak secara bahasa :
a. Berasal dari kata ( قلط -قلطي-اقلاط ) artinya “bercerai
perempuan dari suaminya”.1
b. “it}la>q” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau
meninggalkan”.2
c. Talak secara bahasa (etimologi) bermakna memisahkan,3 juga
yang memberikan makna lepas dari ikatannya,4 adapun secara
umum, talak diartikan sebagai berakhirnya hubungan antara
suami dan istri atas kehendak suami.5
d. Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata
dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat
1 Mahmud Yunus, 1990, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung),
hlm. 239.
2 Abdul Rahman Ghozali, 2010, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Pranada Media
Group), hlm. 191.
3 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, 2003, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,
(Yogyakarta: Multi Karya Grafika), hlm. 1237.
4 Ahmad Warson Munawir, 1997, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka
Progesif), hlm. 861.
5 A.Aziz Dahlan, 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta:  PT.Ihtiar
Baru Van Hoeve), hlm. 1776.
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awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai
pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “perceraian”,
yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.6
Secara istilah ada beberapa definisi talak menurut ulama antara lain :
Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah :
Artinya: Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan
perkawinan.7
Al-Jazairy mendefinisikan talak :
ا
Artinya : Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau
mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata
tertentu.8
Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah :
Artinya : Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang
semacamnya.
Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang
berjudul Fathu> Qari>b memberikan pengertian talak sebagai nama bagi
6 Anton.A.Moeliono, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka), hlm. 163.
7 Sayyid Sabiq, t.t., Fiqh as-sunnah, Darul Fikri, Beirut, Jilid II, hlm.206.
8 Abdul Rahman Ghozali, 2010, Fiqh Munakahat, … hlm. 192.
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suatu pelepasan tali pernikahan.9 Pendapat ini hampir sama dengan
pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul
Aziz dalam kitabnya Fath } al-Mu’i<n. Dalam kitab tersebut talak
diartikan sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafal
tertentu.10
Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga
setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi
suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti
mengurangi ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi
suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi
hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dari satu
menjadi hilang hak talak itu.11
2. Dasar dan Hukum Talak
Dasar hukum perceraian terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits.
Dasar hukum perceraian dalam Al Qur'an antara lain terdapat dalam
surat Al-Baqarah ayat 226-227 :
                  
 ٢٢٦      ٢٢٧
9 Muhamad Bin Qosim Al Ghozy, 1992, Fathul Qorieb, Jilid 2, terj. Ahmad
Sunarto, (Surabaya: Al Hidayah), hlm. 63.
10 Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, 1979, Fathul Mu’in, terj. Ali As’ad,
(Surabaya Al Hidayah), hlm. 135.
11 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, … hlm. 192.
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Artinya : “Kepada orang-orang yang mengilaa’ istrinya diberi
tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali
(kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk)
talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.12
Dalam surat Al Baqarah ayat 229 disebutkan :
           
Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk
kembali dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara
yang baik.
Dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 231 disebutkan :
                
  
Artinya : “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati
akhir iddahnya, maka rujukilah dengan cara yang ma'ruf (pula) atau
ceraikan dengan cara yang baik pula”.13
Dalam ayat 232 masih dalam surat yang sama, yaitu dalam Surah Al
Baqarah disebutkan pula mengenai perceraian :
12 Zainal Abidin Syamsuddin, 2001, Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2,(Jakarta:
Darul Haq), hlm. 189.
13 Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan terjamah, (Bandung: PT
Syaamil Cipta Media), hlm. 37.
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                  
        
Artinya : “Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka
sampai kepada waktu yang mereka tunggu, maka janganlah kamu (hai
para wali) menghambat mereka dari menikahi kembali bekas-bekas
suami mereka (yang telah menceraikannya) apabila mereka telah
ridla meridlai di antara mereka secara ma’ruf”.14
Sedangkan dasar hukum dari Hadits diantaranya adalah :
) . (١٥
“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah
talak”
(Riwayat Abu Dawu>d, Ibnu Majah dan al-Haki>m dari Ibnu Umar).16
17
”Tidak diangap mentalak dan memerdekakan jika pelakunya dalam
keadaan terpaksa”. (HR. Ibnu Majah dan hadis ini disahihkan oleh
Al-Hakim).18
 نم انم سيلخ)(
“Bukan dari golongan kami orang yang menceraikan seorang wanita
dari suaminya.” (HR. Abu Daud dan Nasa’i)19
14 Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan terjamah… hlm. 37.
15 Abdullah Shonhaji, 1992, Terjemah Sunan Ibnu Majah, jilid-2,(Semarang:
Asy-syifa’), hlm. 728.
16 Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-sijistani  Alazadi, t.t., Sunan Abi > Daud, Juz
I, (Mesir: Dar Al-Fikr,), hlm 255.
17 Ibid,..hlm. 749.
18 Zainal Abidin Syamsuddin, 2001, Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2…hlm. 191.
19 Kamil Muhammad, 1998, Al-Jami’ Fii Fiqhi Nisa’ (Beirut: Daarul Kutub Al-
Ilmiyah) terj, Abdul Ghofar, 1998, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 428.
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)هيلع قفتم(20
”Tidak diperbolekan bagi seorang wanita meminta saudara
perempuannya untuk ditalak agar ia dapat menggantikan
kedudukannya. Dan hendaklah ia menikah (dengan orang lain)
baginya apa yang telah ditentukan untuknya.”(Muttafaqun ‘alaih).21
Hukum talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari
bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun
istri. Allah swt berfirman :
           
Artinya : Talak yang dapat diruju’ adalah dua kali. Setelah  itu boleh
rujuk kembali dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan
cara yang baik.22
Dalam surat lain Allah swt berfirman :
                   
Artinya : “Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat
(menghadapi) masa ‘iddahnya (yang wajar).”(Al-thalaq: 1)23
20 Al-Bukhari, Sahih Bukhari, “Kitab an-nika>h}”, jus-5, “Bab Asy-Suru>t alati> la>
tahilu finnika>h, hadis no. 4857, hlm. 1978.
21 Ibid.
22 Departemen Agama RI…hlm. 32.
23 ibid…hlm. 558.
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Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang yang
mengeluh kepadanya karena perlakuan yang menyakitkan dari
istrinya: “Ceraikanlah ia.” (HR. Abu daud, sebagai hadist shahih).24
Talak merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan
konflik yang terjadi antara suami dan istri, jika masing-masing melihat
bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakiri perselisihan.
Demikian menurut para ulama penganut mazhab Hambali. Demikian
pula talak yang dilakukan oleh suami yang menceraikan istrinya
setelah diberi tangguh. Allah swt berfirman :
                  
       
Artinya : “Kepada orang-orang yang mengilaa’ istrinya diberi
tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali
(kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk)
talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.
Tentang hukum talak para ulama berbeda pendapat, pendapat yang
paling benar diantara perbedaan tersebut adalah yang mengatakan
24 Muhammad Nasiruddin al-Albani, 2007, Shahih Sunan Abu Daud, jilid-2,
(Kampung Melayu: Pustaka Azzam), hlm. 2.
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“terlarang”, kecuali karena alasan yang benar.25 Namun demikian
hukum talak dapat berubah sesuai dengan keadaan.26
a. Talak wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri,
sedangkan kedua hakam atau wakil dari masing-masing pihak
yang menjadi penengahnya memandang perlu keduanya supaya
bercerai.27 Hal tersebut karena perpecahan suami istri yang sudah
berat. Dan ini apabila kedua hakam berpendapat talak adalah jalan
satu-satunya untuk menghindari perpecahan.28
b. Talak haram apabila dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang
dapat dibenarkan. Karena hal itu akan membawa mad}orot bagi diri
sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan
bagi keduanya.
c. Sedangkan talak yang disunnatkan adalah talak yang dilakukan
terhadap seorang istri yang telah berbuat z}a>lim kepada hak-hak
Allah yang baru diembannya, seperti sholat dan kewajiban-
kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang
suami untuk menyadarkannya, akan tetapi ia tetap tidak
menghendaki perubahan. Talak juga disunnahkan ketika suami
istri berada dalam perselisihan yang cukup tegang, atau pada suatu
25 Sayid Sabiq, 1996, Fiqh Sunah, terj. M. tholib, (Bandung: Al-Ma’arif), hlm.
11.
26 Solaiman Rosyid, 1994, fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), hlm.
402.
27 Ibid,..hlm 402.
28 Sayid Sabiq, 1996, Fiqh Sunah, terj. M. tholib…hlm. 12.
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keadaan dimana dengan talak salah satu dari keduanya akan
terselamatkan dari bahaya yang mengancam.29
d. Talak menjadi makruh, apabila seorang suami menjatuhkan talak
kepada seorang istri yang baik dan dapat dipercaya. Sementara
Sayid Sabiq tidak mencantumkan bahwa ada hukum makruh
dalam talak. Ia menghukuminya dengan haram, sebab talak yang
demikian tidak ada alasan yang tepat dan akan merugikan kedua
belah pihak antara suami ataupun istri. Dan tidak ada kebaikan
dari talak yang dilakukan.30
e. Adakalanya talak menjadi mubah, hal ini diperbolehkan karena
istri berkelakuan tidak baik atau mempunyai sifat yang buruk, atau
tidak ada keharmonisan diantara kedunya, dengan istilah lain
bahwa seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi
istri dengan sempurna.31
3. Macam-Macam Talak.
Talak itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa keadaan.
Dengan melihat kepada keadaan istri ketika talak itu diucapkan oleh
suami, Talak itu ada dua macam:
A. Talak sunni. Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talak yang
pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-
Qur’an atau Sunah. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama
29 Abdul Ghofar, 1998, Fiqih Wanita,…hlm. 428-429.
30 Sayid Sabiq, 1996, Fiqh Sunah, terj. M. tholib…hlm. 208.
31 Ibid,.. hlm. 208.
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adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu
itu dalam masa haid atau dalam masa suci yang pada masa itu
belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan
menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang di talak
langsung memasuki masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman
Allah dalam surat at-Thalaq (65) ayat 1:
                   
Artinya : “Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat
(menghadapi) masa ‘iddahnya (yang wajar).”(Al-Thalaq: 1)32
Dari Abdullah Bin umar RA, ia berkata : bahwa ia pernah
menceraikan istrinya ketika sedang haid. Lalu Umar Bin Khathtab
bertanya kepada Nabi Muhammad Saw mengenai hal itu, beliaupun
menjawab: “Perintahkan ia atau anakmu rujuk kembali. Setelah itu,
hendaklah ia mentalak istrinya dalam keadaan suci atau dalam
keadaan hamil.” (HR. Abu Daud)33
Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini berstatus
hasan shahih. Para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah dan
kalangan lainnya juga menjalankan hadits ini. Sedangkan sebagian
ulama lainnya berpendapat : “Jika suami mentalak tiga, sedangkan
istrinya dalam keadaan suci, maka yang demikian itu termasuk
32 Departemen Agama RI…hlm. 558.
33 Abdul Ghofar, 1998, Fiqih Wanita,…hlm.438. lihat juga Abu Daud, t.t.,
Sunan Abu Daud... hlm. 3.
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talak sunni.” Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i
dan Ahmad bin Hambal.34
B. Talak Bid’ah
Talak bid’ah yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut
ketentuan agama yaitu pada saat istri memasuki masa haid atau
masa suci dan pernah digauli (jima’), bentuk talak yang tidak
disepakati ulama ini termasuk dalam kategori talak bid’ah.35 Talak
dalam bentuk ini disebut talak bid’ah karena menyalahi aturan
yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat
langsung memulai iddahnya. Hukum talak bid’ah adalah haram
karena dengan alasan memberi mad}arat kepada istri, karena
memperpanjang masa iddahnya.
Talak bid’ah ini jelas bertentangan dengan syari’at, yang
bentuknya ada beberapa macam, yaitu:
1. Apabila suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan
haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci, sedangkan ia telah
menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
3. Seorang suami mentalak tiga dengan satu kalimat dengan
tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan,
“Ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku
34 Ibid,…hlm. 439.
35 Abu Bakar Jabir, 2003, Ensiklopedia Muslim, (Jakarta: Darul Falah), hlm.
600.
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talak.” Dalil yang melandasinya adalah sabda Rasulullah,
bahwa ada seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya
dengan satu kalimat. Lalu beliau mengatakan kepadanya
“Apakah kitab Allah swt hendak dipermainkan, sedang aku
masih berada ditengah-tengah kalian” (HR. An-Nasa’i).36
Adapin ulama Hanafiyah membagi talak itu dari segi keadaan
istri yang di talak kepada tiga macam, yaitu:
1. Talak Ahsan, yaitu talak yang disepakati ulama sebagai
talak sunni sebagaimana disebutkan di atas, yaitu talak
yang dijatuhkan pada waktu istri sedang dalam keadaan
suci dan tidak pernah dicampuri dalam masa suci itu.
2. Talak Hasan atau disebut juga talak sunni, yaitu bentuk-
bentuk talak yang diperselisihkan ulama sebagai talak sunni
seperti disebutkan di atas, seperti talak dalam waktu istri
sedang hamil.
3. Talak Bid’iy, yaitu talak yang disepakati ulama sebagai
talak bid’iy yakni talak dalam masa haid atau dalam masa
suci yang telah digauli dalam masa itu.
C. Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya suami kembali
kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam, yaitu:
1. Talak Raj’iy , yaitu talak yang suami diberi hak untuk
kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama
36 Abdul Ghofar, 1998, Fiqih Wanita,…hlm. 439.
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istrinya masih dalam masa iddah.37 Talak raj’iy itu adalah
talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak
istri, boleh ruju’ dalam talak satu atau dua dapat dilihat dalam
firman allah SWT surat Al-Baqarah (2) ayat 229:
           
Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu
boleh ruju’ lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan
dengan cara yang baik”.38
Istri yang ditalak raj’iy mempunyai hukum yang sama
seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam
pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti
ketika belum ditalak, sehingga berakir masa ‘iddahnya. Jika
masa ‘iddahnya telah berakir dan suami belum merujuknya,
maka yang demikian itu terjadi talak ba’in padanya. Jika suami
hendak merujuknya, maka cukup baginya mengucap “Aku
telah merujukmu kembali,” dan disyaratkan dua orang saksi
yang adil.39
2. Talak Bain, talak yang putus secara penuh dalam arti tidak
memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan
37 Abu Bakar Jabir, 2003, Ensiklopedia Muslim,…hlm. 601.
38 Departemen Agama RI…hlm. 36.
39 Abdul Ghofar, 1998, Fiqih Wanita,…hlm. 440.
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nikah baru, dan istri bercerai setelah terjadi jima’ (bersetuh).
Talak menjadi talak ba’in karena lima hal :
a. Suami mentalak istrinya dengan talak raj’iy (talak dimana
suami istri bisa rujuk kembali), kemudian  membiarkanya
tanpa merujuknya hingga masa ‘iddahnya habis. Jadi
talaknya terhadap istri menjadi talak ba’in hanya dengan
habisnya masa ‘iddah.
b. Suami mentalak istrinya dengan kompensasi istrinya
menyerahkan sejumlah uang kepadanya.
c. Suami mentalak istrinya sebelum digauli itu tidak
mempunyai masa ‘iddah. Jadi talak terhadapnya menjadi
talak ba’in hanya dengan jatuhnya talak.40
Talak bain inilah yang tepat untuk disebut sebagai
putusnya perkawinan, talak bain dibagi menjadi dua macam, yaitu;
a. Bain sughra, ialah talak yang suami tidak boleh ruju’
kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan
nikah baru tanpa melalui muhallil yang termasuk bain
sughra itu adalah sebagai berikut: pertama: Talak yang
dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam
bentuk ini tidak memerlukan ‘iddah. Oleh kerena itu tidak
ada masa iddah, tidak ada kesempatan untuk ruju’.
40 Abu Bakar Jabir, 2003, Ensiklopedia Muslim,…hlm. 601.
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Sebagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab
ayat 49:
           
        
        
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman,
Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas
mereka 'iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya”.41
b. Bain kubra yaitu talak yang tidak memungkinkan suami
ruju’ kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali
kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-
laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis
masa iddahnya. Sebagaimana dalama firman Allah
dalam surat Al-baqarah 230 :
               
           
41 Departemen Agama RI…hlm. 424.
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“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak
yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal
baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali”.42
D. Dilihat dari sisi pengucapan talak dibagi menjadi dua yaitu :
a. Talak Sharih
Yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak,43 namun
hanya membutuhkan ungkapan talak yang s}ari>h} (jelas) misalnya
suami berkata : “Engkau aku ceraikan, engkau menjadi wanita
yang dicerai, atau aku telah menceraikanmu.” Atau ungkapan
lainnya.
b. Talak Kiasan
Yaitu talak yang membutuhkan niat talak, karena ungkapan
talaknya tidak jelas, misalnya suami berkata, “Pulanglah kerumah
keluargamu, atau keluarlah dari rumah ini.44
4. Hak Talak
Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang
memegang kendali talak, karena suami telah dipandang mampu
memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban
42 Departemen Agama RI…hlm. 36
43 Abu Bakar Jabir, 2003, Ensiklopedia Muslim,…hlm. 601-602.
44ibid,…hlm. 602.
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membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya.
Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia
menjalankan masa iddahnya.45
Suami sebagai penanggung jawab kebutuhan materil rumah tangga
dan menjadi pemimpin keluarga. Pada umumnya, istri lebih tamak
harta, sehingga andaikata hak talak diserahkan kepada kebijakan istri,
maka istri akan lebih senang berganti suami hanya untuk mencari
jaminan hidup yang lebih baik dan nafkah yang lebih besar dari suami
kedua, sedangkan selama masa ‘iddah istri masih memperoleh jaminan
nafkah dari bekas suami pertama.
Demikian pula halnya jika hak talak itu berada di tangan suami
istri secara sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan
demikian pula istri, maka persoalannya menjadi lebih buruk dan fatal,
karena jika terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan cepat-cepat
menjatuhkan talak. Oleh karena itu, dijadikan talak ditangan suami.46
Dalam hal kekuasaan talak ditangan suami, istri tidak perlu
berkecil hati dan khawatir karena hukum Islam memberikan
kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan
mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu
kepada suami sebagai ganti rugi, kemudian atas dasar itu suami
menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan khulu’ (talak tebus).
45 Abdul Rahman Ghozali, 2010, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada
Media group), hlm. 205.
46 Ibid,…hlm. 207.
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5. Pelaksanaan Talak Menurut Fikih
a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami
dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara
langsung ucapan suaminya itu.
b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami
secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri
membacanya kemudian memahami isi dan maksudnya. Talak yang
dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang
bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagiamana talak dengan
ucapan ada talak s}arih dan talak kina>yah, maka talak dengan
tulisan pun demikian pula. Talak s}arih jatuh dengan semata-mata
pernyataan talak, sedangkan talak kina>yah bergantung kepada niat
suami.
c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk
isyarat oleh suami yang tuna wicara (bisu), dapat dipandang
sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan
menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat
baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam
menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan
bermaksud talak atau mengahiri perkawinan, dan isyarat itulah
satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung
dalam hatinya.
Sebagian fuqoha mensyatarkan bahwa untuk syahnya talak
dengan isyarat bagi orang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika
51
yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak
baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat
menunjukan maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari
tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni karena tidak dapat
menulis.47
d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami
kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan
untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang
berada tidak di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.
Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk
menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.48
B. TALAK MENURUT HUKUM POSITIF
1. Talak Menurut UU  No. 1 Tahun 1974
Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan
istri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan diatur dalam pasal 38 sampai 41. Adapaun perceraian
merupakan sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut disebutkan dalam
pasal 38. Putusnya perkawinan karena perceraian, kematian, dan putusan
pengadilan.
Perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataanya di
dalam masyarakat, perkawinan yang sering kali terjadi dan berakhir
47 Abdul Rahman, 2010),.. hlm. 199.
48 Ibid,…hlm. 200.
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dengan perceraian dengan begitu mudah. Di beberapa daerah di Indonesia,
angka perceraian meningkat, sebelum rancangan Undang-Undang
perkawinan berhasil diundangkan.49
Prinsip hukum perkawinan nasional seirama dengan ajaran agama
mempersulit adanya perceraian, karena perceraian berarti gagal dalam
membentuk keluaraga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan
manusia. Dengan adanya Undang-Undang perkawinan tersebut, tidaklah
mudah perceraian itu terjadi, tanpa ada alasan yang dapat diterima.50
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan tentang perceraian
antara lain:
Pasal 38 : Perkawianan dapat putus karena:
a. Kematian.
b. Perceraian, dan
c. Atas keputusan Pengadilan.51
Pasal 39
a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
49 Soedharyo Soimi, S.H, …., Hukum Orang dan Keluarga (Sinar Grafika), hlm,
63.
50 Hilman Hadukusuma,2007, Hukum Perkawinan Indonesia(Bandung: Mandar
maju), hlm 149.
51 Kompilasi Hukum Islam, , (Surabaya: Kesindo utama), hlm, 13.
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c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri.
Pasal 40
a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini
diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.52
2. Talak Menurut KHI
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama
yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Talak dalam
Kompilasi Hukum Islam diatur dalam dua Bab yaitu Bab XVI tentang
putusnya perkawinan (pasal 113-148) dan Bab ke XVII tentang akibat
putusnya perkawinan (pasal 119-162). Akibat putusnya perkawinan ini
diatur dalam UU No.1 tahun 1974. Selain itu masih ada lagi ketentuan lain
mengenai hal yang sama perlu disebutkan yaitu ketentuan yang termuat
dalam pasal 65-91 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.53
Peraturan perceraian yang dirumuskan dalam Bab XVI pasal 13
sampai pasal 162 tersebut merupakan perluasan atas aturan yang
52 Kompilasi  Hukum  Islam, …hlm, 13-14.
53Abdurahaman, 1992, Kompilsi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Akademika Pressindo), hlm. 75.
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ditetapkan dalam Bab VIII UU No.1 tahun 1974 serta Bab IV dan V
Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.54
Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan beberapa istilah yang
berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya termasuk di
dalamnya teknis pelaksanaanya agar tindakan perceraian dilakukan secara
benar.55
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama
yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Dan dijelaskan
pula macam-macam istilah talak dalam KHI yaitu :
a. Talak Raj`i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk
selama isteri dalam masa iddah.
b. Talak Ba`in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
c. Talak Ba`in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
1. Talak yang terjadi qabla al-dukhul (sebelum adanya
hubungan badan).
2. Talak dengan tebusan atau khuluk.
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
d. Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.
Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali
54 Cik Hasan Bisri, 1999, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam
Sistem Hukum Nasioanal, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hlm. 65.
55 Ahmad Rofiq, 1998, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada), hlm.276.
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kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah
degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan
habis masa iddahnya.
e. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan
terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci
tersebut.
f. Talak bid`i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan
pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci
tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
3. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Positif
Dalam syari’at Islam ada beberapa bentuk perceraian yang dapat
dicabut kembali dengan rujuk dan tidak dapat dicabut dengan  rujuk. Pada
perceraian yang tidak dapat rujuk kembali, ada yang memberi
kemungkinan untuk bersatu kembali dengan pernikahan baru dengan
memberikan syarat-syarat tertentu, bahkan ada juga yang tidak dapat
kemungkinan sama sekali.56
Berdasarkan Hukum Islam, talak adalah bentuk perceraian yang
pada umumnya banyak terjadi Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk
lain kurang dikenal. Seakan-akan kata-kata talak ini telah dianggap
penyebab  percerian di Indonesia.57
56 Hazairin ,1985, Aneka Hukum Perceraian, (Jakarta: Ghalia indonesia), hlm
75.
57 Mohd. Idris Ramulyo, kukum perkawinan islam,(Jakarta: Bumi aksara), hlm
101.
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Tata cara perceraian diatur dalam PP no. 9-1075 Bab V pasal 14-36
dan di dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Bab V
tentang hukum acara yang mengatur tentang pemeriksaan sengketa
perkawinan, cerai talak (pasal 66-72), cerai gugat (pasal 93-86), Cerai
dengan alasan zina 9 (pasal 87-88). Menurut PP No. 9-1075 dikatakan
tentang tata cara perceraian antara lain bahwa seorang suami yang telah
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan
istrinya, mengajukan surat kepengadilan dimana ia bertempat tinggal,
beserta alasan-alasan untuk diadakan persidangan tersebut.
Di dalam penjelasan pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 dinyatakan
bahwa pasal ini berikut pasal 15, 16,17, dan 18 mengatur tentang ‘Cerai
Talak’ jadi pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi orang-oarang yang
bukan penganut agama Islam.58
Mengenai aturan tata perceraian sudah diatur lengakap dalam
perundang-undangan perkawinan, hukum acara perdata, dan Kompilasi
Hukum Islam. Perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku
yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi kedalam dua aspek,
yaitu sebagai berikut :
I. Cerai Talak (Suami Yang Bermohon Untuk Bercerai)
Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk
menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai
talak. Hal ini diatur dalam pasal 66 UUPA.
58 Hilman Hadukusuma,2007, Hukum Perkawinan Indonesia(Bandung: Mandar
maju), hlm 158.
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1) Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan
istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk
mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.59
2) Permohonan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama
tanpa izin pemohon.
3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri,
permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.60
4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar
negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri,
dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama
dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak
diucapkan.
Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama,
Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-
59 Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Media
Grafika), hlm. 156.
60 Mukti Arto, 2008, Praktek Perkara Perdata, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
hlm. 209.
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alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Hal
ini diatur dalam pasal 68 UUPA dan pasal 131 KHI.
1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh
Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah berkas atau surat permohonan cerai talak
didaftarkan di kepanitraan.
2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam
sidang tertutup.61
Pasal 131 KHI
1) Pengadilan Agama yang bersangkuatan mempelajari
permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu
selambat-lambatnya tiga puluh hari pemohon dan isterinya
untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang
berhubungan dengan menjatuhkan talak.62
2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua
belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan
talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup
rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama
menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk
mengikrarkan talak.
61 Ibid,.. hlm. 157.
62 2010, Kompilasa Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama), hlm. 234.
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3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap
suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan
Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.63
4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6
(enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama
tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan
hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan
talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.
5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama
membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap
empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami
dan isteri.
Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami
untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing
diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh
Pengadilan Agama64
II. Cerai Gugat (Istri Yang Bermohon Untuk Bercerai)
Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat
permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang
kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan
63 Ibid,.. hlm. 235.
64 Ibid.
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Agama mengabulkan permohonan tersebut. Cerai gugat diatur dalam
pasal 73 UUPA sebagai berikut.
1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin
tergugat.65
2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri,
gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3) Dalam hal penggugat dan tergugat berkediaman di luar negeri
diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama
Jakarta Pusat.
Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan khulu’.
Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan diantara
keduanya. Persamaanya adalah keinginan untuk bercerai datangnya
dari pihak istri. Adapaun perbedaanya, cerai gugat tidak selamanya
membayar iwad (uang tebusan), sedangkan khulu’ harus membayar
uang iwad (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya khulu’ atau
perceraian, yang diautur dalam pasal 148 KHI sebagai berikut :
65 Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.
174.
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1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan
jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai
alasan-alasannya.
2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil
isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-
masing.
3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan
penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-
nasehatnya.
4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau
tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan
tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan
sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat
dilakukan upaya banding dan kasasi.
5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur
dalam pasal 131 ayat (5).
6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan
atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan
sebagai perkara biasa.66
66, Komplikasi Hukum  Islam, , (Surabaya: Kesindo Utama), hlm,234-241.
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4. Alasan-Alasan Perceraian.
Hal-hal yang menjadi penyebab putusnya ikatan perkawinan antara
seorang suami dengan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terikat
dalam perkawinan, menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974
dinyatakan oleh tiga penyebab yaitu karena kematian, karena perceraian
dan atas keputusan pengadilan. Ketiga macam tersebut merupakan sisi
yang harus diperhatiakan oleh pihak yang berakad, sebab ini merupakan
hak suami, ada pula hak istri, dan ada diluar kehendak keduanya.67
Sedangkan dalam BW, menurut S. 1933 No. 74 dikatakan bahwa
perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim
atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawian itu berdasrkan alasan-
alasan yang sah, yang terdapat pada undang-undang ini. Alasan-alasan
yang sah secara limitatif termaktub dalam pasal 52, yaitu:
a. Berzina.
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dengan sengaja.
c. Salah satu pihak selama perkawinan berlangsung mendapatkan
hukuman penjara atau kurungan selama dua tahun atau lebih
perihal kejahatan.
d. Penganiyaan berat olah suami atau istri  yang dilakukan terhadap
pihak lain, atau suatu penganiyaaan sedemikian rupa sehingga
dikhawatirkan bahwa pihak yang dianiaya itu akan meninggal
67 Ahmad Kuzari, 1995, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT Raja grapido
Persada), hlm 117.
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dunia, atau suatu penganiayan yang mengakibatkan luka-luka berat
pada pihak yang dianiaya.
e. Cacat bawaan atau penyakit yang ditimbulkan setelah perkawinan
dilakukan sehingga perkawinan itu tidak akan bermanfaat.
f. Percecokan yang terus-menerus diantara suami istri yang tidak
dapat diperbaiki lagi.68
5. Akibat Perceraian.
Sebagaiman telah diuraikan dimuka bahwa suatu ikatan
perkawinan bisa putus karena kematian salah satu pihak dari suami istri,
berzina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan sengaja,
percekcokan terus-menerus dan penganiayaan.69 Tanpa disadari perceraian
mengakibatkan terhadap semua pihak termasuk anak-anak.
Dalam peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 sebagai peraturan
pelaksanaan UU Perkawinan (UU No tahun 1974) tidak disebutkan atau
tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Dalam UU No.1 tahun 1974
pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian
adalah :
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana
ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi
keputusannya.
68Hazairin, 1985, Aneka Hukum Perceraian, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm
93.
69 Ibid,… hlm. 81.
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2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam
kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban
tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas
istri.70
Dengan terjadinya perceraian maka hubungan suami isteri menjadi
putus, baik itu cerai mati atau cerai hidup. Dalam hal perkawinan putus
karena talak ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan itu merupakan
suatu kewajiban baginya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam, sebagai berikut :
Bagian Pertama Akibat Talak :
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama
dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyus
dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhitung seluruhnya, dan separuh apabila
qobla al dukhul.
70 Soedaryo Soimin, 1994, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar
Grafika), hlm. 66.
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4. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun71
Pasal 151 : Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga
dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.
Pasal 152 : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari
bekas suaminya kecuali ia nusyuz.72
Bagian Kedua Waktu Tunggu :
a. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu
atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan
karena kematian suami.
b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al
dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
b) Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi
yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai
melahirkan;
71 Kompilasi Hukum Islam , (Surabaya: Kesindo Utama), hlm. 241.
72 ibid,…hlm. 246.
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d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai
melahirkan.
c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla
al dukhul.
d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu
tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan
yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak
kematian suami.
e. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu
menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali
waktu haid.
f. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka
iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun
tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.
Pasal 154 : Apabila isteri bertalak raj`i kemudian dalam waktu
iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan
ayat (6)pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah
menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas
suaminya.73
73 ibid,..hlm 243.
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Pasal 155 : Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya
karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.
Bagian Ketiga Akibat Perceraian :
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka
kedudukannya digantikan oleh:
a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
b) Ayah;
c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadhanah dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin
keselamatan jasmani dan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan
hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
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5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b),
dan (d);
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak yang tidak turut padanya.
Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam
pasal 96-97.
Bagian Keempat Mut`ah :
Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
1. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
2. Perceraian itu atas kehendak suami.
Pasal 159 : Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat
tersebut pada pasal 158.
Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan
suami.
Bagian Kelima Akibat Khuluk :
Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat
dirujuk, dengan menyerahkan sejumlah uang kepada suami.74
74 Abu Bakar Jabir, … hlm. 605.
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Bagian Keenam Akibat Li`an :
Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan
anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya
terbebas dari kewajiban memberi nafkah.75
75 Kompilasi Hukum Islam ,… hlm. 246.
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BAB IV
ANALISA PEMBAHASAN
A. Mas}lah}ah dan Implikasi Ikrar Talak di Pengadilan Agama
Dari hasil analisa yang telah dilakukan yang bersumber dari data-
data yang dikumpulkan pada data yang terdapat pada bab-bab sebelumnya
ditemukan beberapa macam kemaslahatan yang terdapat dalam
pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.
Teori mas}lah}at terikat pada konsep bahwa syari >’at ditujukan untuk
kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan
dan mencegah kemad}aratan.1Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dan
diuraikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut :
a. Sebagai Landasan Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia.
Dengan semakin berkembangnya zaman, maka secara
langsung pemikiran masyarakatnya akan semakin meningkat, sehingga
untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah bagi hambanya
diperlukan pemahaman yang mendalam tentang cara penggalian
hukum dari sumber-sumber hukum Islam diantaranya dari al-Qur’an
dan hadits.
1 Muhammad Muslihuddin, 1991, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran
Orientalis, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya), hlm. 127.
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Usul fikih sebagai pisau analisis mempunyai banyak metode
yang digunakan untuk menetapkan hukum, yang pada zaman dulu
belum ada bahkan memunculkan hukum baru. Karena sifat hukum
Islam yang dapat berkembang atau berubah sesuai dengan keadaan
tempat dan waktu, sehingga hukum Islam harus diselaraskan agar
dapat mengikuti perkembangan zaman dan hukum Islam tersebut dapat
diaktualisasikan tanpa meninggalkan sendi pokok ajaran Islam.
Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah
untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu
dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada
salah satu kaidah fikih yang ada. Dengan menguasai kaidah fikih, bisa
memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat yang
berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan. Dengan
penguasaan kaidah tersebut maka hasil ijtihadnya akan lebih
mendekati kepada kebenaran.
Metode fikih yang sering dipakai dalam menetapkan suatu
hukum adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi umat
manusia. Kemaslahatan ini sebagai acuan utama penetapan hukum
Islam khususnya yang berlaku di Indonesia yang telah terkodifikasi
yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam yang memuat 3 pembahasan yaitu, Perkawinan, Kewarisan dan
Perwakafan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas khusus bab
perceraian yang terdapat pada bab utama, yaitu perkawinan yang
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menyatakan bahwa ikrar talak hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah
pihak. Penetapan ikrar talak ini berdasarkan maslahah yaitu menarik
kemanfaatan dan menghindari madarat.
Karena apabila perceraian terjadi berarti telah terjadi
kegagalan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan
warahmah sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga
yang sakinah, mawaddah dan warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang
Mahaesa. Dalam hal ini baik UU maupun Kompilasi Hukum Islam
sama-sama mengusung prinsip maqa>s}id asy-syari>’ah dengan
mempersulit adanya perceraian yang berlandaskan hadits yang artinya.
“Sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah swt adalah talak”.2
Pengadilan sebagai objek hanya membatasi hak talak suami
dan bukan mengambil haknya, karena apabila pengadilan tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak maka pengadilan akan memberikan
izin kepada suami untuk mengikrarkan talak di depan istrinya atau
kuasanya, sehingga talak tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap,
karena Indonesia mengacu pada hukum positif sebagai landasan
hukum utama.
Pengadilan Agama sebagai wadah pencari keadilan bagi
masyarakat khususnya yang beragama Islam dan hakim-hakim
pengadilan sebagai pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dalam
2 Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-sijistani  Alazadi, Sunan Abi> Daud, Juz
I, (Mesir: Dar Al-Fikr), hlm 255.
73
memutus suatu perkara kususnya dalam bidang perceraian berdasarkan
pertimbangan dan alasan yang kuat diantara alasan dan pertimbangan
para hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perceraian
adalah :
1. Penerapan hukum, diantaranya:
a. Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974, bahwa putusnya pernikahan
(perceraian) harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
b. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 huruf  f  yaitu tentang alasan terjadinya
perceraian (apabila antara suami–istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga).
c. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tentang
penyebab terjadinya perceraian.
2. Dalil-dalil syar’i, seperti surat al-Baqarah ayat 229
         
         
          
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           
   
Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma’ruf atau perceraian dengan cara yang
baik, tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu
berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu
khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu
melanggar-Nya, barang siapa yang melanggar hukum-hukum
Allah mereka itulah orang-orang yang z}alim. (Qs. Al-Baqarah :
229)3
3. Kaidah Usuliyah.
Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik
manfaat.4
Kaidah ini dipakai apabila dalam keluarga terjadi pertengkaran
hebat dan tidak ada harapan untuk bisa didamaikan kembali, sehingga
kaidah ini dipakai untuk menetapkan diakirinya suatu ikatan perkawinan,
karena bila tidak diceraikan akan dapat mengakibatkan penganiayaan
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya,… hlm. 55.
4 Imam Musbikin, 2001, Qowaid Al-Fiqhiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
hlm. 74.
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terhadap salah satu pihak pasangan suami istri. Karena kodrat alamiah
wanita yang berbeda tidak sekuat fisik kaum lelaki.5
Sehingga perceraian merupakan satu-satunya jalan terakir untuk
menghilangkan mad}a>rat yang ada. Dan akan menimbulkan mas}lah}ah bagi
kaum perempuan, dengan terhindarnya dari kekerasan suami.
b. Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan.
Keharusan ikrar talak di pengadilan merupakan hasil ijtihad
hukum Islam. Ikrar talak pada dasarnya adalah hak dan wewenang
suami. Akan tetapi, jika hak itu tetap diberikan sepenuhnya pada suami
dapat membuka peluang terjadinya talak sewenang-wenang yang
justru dapat merugikan pihak perempuan.
Maka, demi menghindari dampak negatif tersebut, ikrar talak
diharuskan di pengadilan. Sudah barang tentu pengadilan akan
memberikan ijin jika pasangan suami istri jika tidak bisa didamaikan
lagi.6
Dengan demikian kaum perempuan akan mendapatkan
perlindungan dari jatuhnya talak secara sepihak dari suami yang
berlaku semena-mena terhadapnya. Karena pada prinsipnya baik fikih
5 Sudjono Dirjosisworo, 1996, Sosiologi hukum, cet-3, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada), hlm. 109.
6 Humaidi Hamid, “Ikrar Talak di Pengadilan Upaya Perlindungan Terhadap
Kepentingan Wanita,” Jurnal Studi Islam, (Yogyakarta), No.11 th. VII/ 2001. Hlm. 84.
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maupun Undang-Undang Perkawinan mempersulit adanya perceraian,
hal ini supaya tercapainya tujuan syara’(maqa>s}id asy-syari>’ah).
c. Mencegah Tingginya Tingkat Perceraian.
Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami
istri dalam hubungan keluarga. Dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974
bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan
tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak”.7
Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, hal ini dapat
dilihat dari isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau percerain adalah
perbuatan halal yang paling dibenci Allah,8 berdasarkan hadits yang
Artinya: Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah
adalah talak (perceraian). (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan al
Hakim.)9
Isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian,
merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh
ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan
keutuhannya dan kesinambungannya. Dengan prinsip mempersulit
adanya perceraian secara otomatis dapat mengurangi tingginya tingkat
perceraian, yang hal ini sejalan dengan tujuan syara’.
7 Departemen Agama RI, 2000, Badan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Direktorat
Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam) , hlm 102.
8 Ahmad Rofiq, 2003, Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-6 (Jakarta:Raja
Grafindo Persada), hlm 268.
4. Jalal al-Din Al-Suyuti, Jami’ al-Shagir, Juz 1, Libanon, Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, hlm. 18.
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B. Mad}a>rat Ikrar Talak di Pengadilan Agama.
Persoalan hukum cukup menyita waktu khususnya persoalan
pribadi yang terjadi pada kehidupan kita, yang pada dasarnya mulai
menempati ruang alam ini.10 Sehingga perkembangan hukum tiada akan
berhenti muncul dengan keberagaman tingkah laku perbuatan manusia
khususnya dalam bidang mu’a>malah.
Realita yang terjadi diantaranya adalah proses ikrar talak di
pengadilan yang juga mengandung mad}a>rat bagi masyarakat kususnya
yang beragama Islam, diantaranya adalah sebagai berikut ini :
1. Proses yang Lama.
Pelaksanaan talak sesuai yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam
sebagai landasan dasar penetapan hukum bagi orang Islam sangatlah
memakan waktu dan proses yang panjang. Hal ini diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 129 sampai pasal 148.
Proses diawali dengan mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri dan disertai dengan
alasan-alasan yang benar sesuai dengan kejadian.
Kemudian pengadilan baru akan memeriksa berkas tersebut dan
selambat-lambatnya membutuhkan waktu 30 hari untuk memanggil kedua
belah pihak. Kemudian setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan
10 Soerjono Soekanto, 1988, Pendekatan Sosiologi Terhadap hukum Islam,
(Jakarta: Bina Askara), hlm. 113.
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kedua belah pihak maka baru pengadilan akan memberikan izin untuk
mengikrarkan talak.
Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka suami
mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri istri
atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapkan talak dalam waktu 6 bulan
sejak pengadilan memberikan izin ikrar talak, maka hak dan ikrar talak
gugur sedangkan ikatan perkawinan tetap sah.
2. Membuka Peluang Suami untuk Menggantung Istrinya.
Sesuai dengan pasal 131 ayat 4 yang bunyinya “ Bila suami tidak
mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak
putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak telah
gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh”. 11
Dari isi pasal ini dapat dipahami bahwa suami yang sangat
membenci istrinya akan menggunakan selang waktu yang begitu lama itu
untuk menggantung istrinya sehingga akan menyebabkan istri merasakan
penderitaan yang berkepanjangan secara tidak langsung. Karena jarak atau
tempo yang ditetapkan begitu lama.
11 Kompilasi hukum Islam,..hlm. 234.
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3. Mengeluarkan Biaya dan Waktu.
Pada dasarmya walapun Pengadilan Agama mempunyai semboyan
perkara cepat, mudah dan baiya ringan, itu tidak bisa mewakili seluruh
umat Islam Indonesia kususnya yang berperkara di Pengadilan Agama,
karena tingkat ekonomi yang berbeda-beda, dan juga akan menyita waktu
yang panjang karena mungkin jarak yang jauh dan mesti harus menunggu
antrian sidang. Dan juga perkara yang terkadang menumpuk banyak dan
terkadang harus ditunda karena sulitnya pemanggilan para pihak sehingga
sidang memakan waktu yang panjang. Biaya disini meliputi biaya
pendaftaran, biaya pemanggilan dan arsip-arsip lain yang diperlukan.
4. Beralihnya Hak Talak Suami ke Pengadilan Agama.
Berdasarkan pasal 115 Kompilasi hukum Islam. “Perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan
Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak”. 12
Seperti yang diketahui dalam fikih klasik hak menjatuhkan talak
yang dibahas pada bab 3 (tiga) poin 4, talak adalah merupakan hak yang
diberikan kepada suami, karena suami adalah orang yang bertanggung
jawab terhadap kehidupan keluarga suami pula yang dibebani membayar
mahar ketika pernikahan dan sumai juga diharus membayar nafkah ‘iddah
kepada istri dimasa menunggunya atau masa ‘iddah.
12 ibid,..hlm. 231.
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Dari sini tampak perbedaan yang jelas antara talak di pengadilan
dengan talak menurut fikih klasik yang memberikan wewenang penuh
kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Artinya sekalipun
secara fikih telah bercerai tetapi secara hukum perkawinan, perkawinan itu
masih utuh selama talak tidak dilakukan di depan sidang pengadilan.
C. Perbandingan Antara Mas}lah}ah dan Mad}a>rat Ikrar Talak di
Pengadilan Agama
Dalam kehidupan ini, sering kali dihadapkan kepada pilihan-
pilihan yang tidak mudah. Pilihan-pilihan itu dihadapkan kepada manusia,
baik dalam masalah-masalah yang bersifat individual, kehidupan keluarga,
maupun masyarakat.
Pilihan yang diambil mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh
yang bersangkutan tentang keyakinan dan kebenaran, kebaikan,
kemaslahatan, dan hati nuraninya, yang tersimpul dalam kearifan
menentukan pilihan. Kesalahan dalam mengambil pilihan mengandung
akibat-akibat tertentu yang merugikan bagi kehidupannya. Sebaliknya,
ketepatan dalam pilihan akan membawa kemanfaatan, kalau tidak
sekarang, manfaat akan tiba pada masa yang akan datang.13
Karena manusia itu terikat ruang dan waktu, maka pilihannya pun
terikat oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini pilihan-pilihan tersebut akan
menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan,
13 A. Jazuli, 2006, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 163.
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yang menyangkut pribadi, keluarga dan mana yang menyangkut orang
banyak. Makin besar ruang lingkup mas}lah}ah maka makin besar pula
kearifan dalam menentukan pilihan dan makin besar resiko yang dihadapi
apabila salah dalam menentukan pilihannya, serta semakin besar manfaat
yang diraih apabila tepat dalam pilihannya.14
Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah ciri keadilan menurut para
ulama yang digali dari ilmu fikih dengan menggunakan kaidah fikih,
antara lain :
“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”
Imam ‘Izzuddi>n bin Abd al-Sala>m mengungkapkan lain, yaitu :
“Menolak kemad}aratan lebih utama dari pada meraih manfaat”
Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita
dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih
kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak
kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih
kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk
meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.15
14 Ibid.
15 Ibid,…hlm. 165.
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Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia,
sedangkan mafsadah mengakibatkan kemad}a>ratan bagi kehidupan
manusia. Apa yang disebut dengan mas}lah}ah memiliki kriteria tertentu di
kalangan para ulama, kriterianya adalah sebagai berikut :
1. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuainnya dengan maqa>s}id
asy-syari>’ah.16
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus
meyakinkan berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak
meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar
masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan
mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.17
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa mas}lah}ah mursalah adalah
merupakan sumber hukum yang diakui keberadaannya oleh sebagian besar
ulama. Sehingga apabila dikaitkan dengan ikrar talak di pengadilan maka
sudah barang tentu hal ini mengandung kemaslahatan. Secara nas} memang
tidak ada perintah ikrar talak harus di pengadilan tetapi keharusan
pelaksanaan di depan pengadilan akan membawa kemaslahatan guna
tercapainya tujuan syara’.
16 Mohammad Daud Ali, 2007, Hukum Islam, (Jakarta: Raja grafindo Persada),
hlm. 61.
17 A. Jazuli, 2003,Fiqh Siyasah, cet-2 (Jakarta: Prenada Media), hlm. 53.
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Dengan kaidah ushul fikih ini dapat disimpulkan sekalipun ikrar
talak di pengadilan ada mad}a>ratnya tetapi kemaslahatan yang akan diraih
akan lebih besar dari pada mad}a>rat yang timbul dari padanya. Hal ini
dapat dibuktikan dengan argumen-argumen sebagai berikut :
a. Ketika talak tidak diharuskan di depan pengadilan sudah barang
tentu talak akan terjadi dengan sedemikian mudahnya sehingga
kaum perempuan akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
b. Akan terlindunginya kaum perempuan dari talak yang dijatuhkan
suami secara semena-mena.
c. Berusaha mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk
keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Karena setiap
perkara yang masuk ke pengadilan agama selalu didahului dengan
upaya perdamian, yaitu mendamaikan kedua belah pihak supaya
dapat kembali rukun dan hidup bahagia sesuai dengan tujuan utama
pernikahan khususnya dalam bidang perceraian.
d. Menjauhkan seseorang dari hal yang dibenci Allah swt yaitu talak.
Kemudian dengan adanya ikrar talak harus didepan sidang
pengadilan dapat meminimalisir mad}a>rat yang muncul yaitu :
a. Tingginya angka perceraian.
b. Perceraian semena-mena oleh suami.
c. Nafkah iddah pada masa menunggu yang terkadang tidak
dilaksankan oleh suami secara sempurna.
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Dengan demikian ikrar talak di Pengadilan dapat meminimalisir
kemad}a>ratan yang timbul akibat adanya ketetapan ikrar talak harus di
depan sidang pengadilan. Dan hal ini juga menjadi solusi dari maraknya
perceraian secara sepihak oleh suami di luar pengadilan. Demikian pula
ikrar talak di depan pengadilan ini juga tidak bertentangan dengan dalil
syar’i baik dari Al-Quran dan Hadits.
Sehingga keharusan ikrar talak di pengadilan tidak lagi diragukan
kemaslahatanya bagi masyarakat. Karena pada prinsipnya pengadilan
maupun fikih mempunyai kesamaan yaitu mempersulit adanya perceraian.
Selain itu, ikrar talak di pengadilan juga memberikan kemanfaatan
kepada sebagian besar masyarakat, dengan terlindunginya perempuan dari
adanya talak semena-mena yang dilakukan para suami kepada mereka.
Dan hukum juga memberikan hak yang sama ketika seorang perempuan
ingin mengajukan cerai kepada suami melalui pengadilan dengan alasan
yang dibenarkan oleh undang-undang.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pasal 115 KHI sebagai salah satu pertimbangan hakim sangatlah
berpengaruh dalam kasus perceraian. Hukum Islam itu di tetapkan untuk
merealisir kemaslahatan. Pelaksanaan talak harus di Pengadilan Agama
khususnya warga yang beragama Islam pernyataan tersebut merupakan
hasil dari penggalian hukum yang menggunakan dasar mas}lah}ah. Di
samping itu Indonesia adalah negara hukum sehingga kepastian hukum
akan terjaga apabila semua telah diundangkan.
Keharusan talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan akan
mengurangi talak yang dijatuhkan kaum pria dengan semena-mena, dan
juga akan melindungi perempuan dari jatuhnya talak secara sepihak oleh
suami.
Dasar hukum pelaksanaan talak harus di depan sidang pengadilan
adalah mas}lah}ah mursalah, yaitu suatu metode istinba>t} hukum untuk
menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dan hukum yang
ditetapkan dalam bidang mu’amalah.
Pengadilan sebagai objek yang digunakan masyarakat yang
beragama Islam dalam mencari keadilan tidak mengambil hak talak suami
melainkan membatasi hak talak suami guna mempersulit adanya
perceraian, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan
disyari’atkannya perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang
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sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh sebab itu apabila terjadi
perceraian sudah barang tentu tujuan dari perkawinan itu tidak tercapai
sehingga talak menjadi satu-satunya jalan terakhir guna mencapai
kemaslahatan yang susuai dengan prinsip maqa>s}id asy-syari>ah.
Diharuskannya ikrar talak di depan pengadilan juga menandakan
adanya perkembangan hukum Islam yang selalu bisa menyesuaikan ruang
dan waktu, karena sifat hukum Islam dapat berubah sesuai dengan tempat
dan waktu, yang pada dasarnya hukum ditetapkan atas dasar kemaslahatan
yang sesuai dengan tujuan syara’ dan tidak bertentangan dengan maqa>s}id
asy-syari>’ah.
B. Saran-saran.
1. Mas}lah}ah merupakan salah satu bentuk upaya dalam menetapkan
hukum yang diperlukan ketetapan hukumnya yang dihadapi manusia
karena hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat
dan waktu, sehingga metode-motode yang mengedepankan
kemaslahatan bagi seluruh manusia lebih diutamakan.
2. Pembaharuan hukum Islam perlu dilakukan terus menerus untuk
menjawab perkembangan daya pikir manusia yang terus berkembang
dan juga menghendaki perubahan selama tidak bertentangan dengan
syari’at dan membawa kemaslahatan bagi manusia.
3. Talak adalah perkara ringan namun dampaknya berat, maka dari itu
para suami diharapkan berhati-hati dalam berucap jangan sampai
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bermain-main dengan kata-kata talak karena akibatnya dapat
menyebabkan putusnya hubungan suami istri.
4. Hendaklah suami istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya
dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah walaupun
hal itu dibolehkan-Nya.
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